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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dan hasil penelitian
yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan wawancara narasumber
dengan Advokat yang pernah menangani kasus narkotika dan
mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yaitu M. Hassan

Latief, S.H., M.H. dan Nurtati, S.H., serta hasil wawancara narasumber

tambahan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

Yogyakarta (KABID Rehabilitasi BNNP Yogyakarta) dr. Pekik Peni

Pertiwi. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Advokat dalam mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna
narkotika adalah Advokat sebagai wakil dari klien yang berdasarkan
surat kuasa khusus melakukan pembelaan dan mendampingi kliennya
untuk memperjuangkan hak-hak hukum vyang dimiliki klienya.
Advokat sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum dari kliennya
yang merupakan penyalahguna narkotika berperan sebagai pemohon
yang mengajukan rehabilitasi dan melakukan koordinasi dengan
aparat penegak hukum pemeriksa perkara, agar rehabilitasi bagi
penyalahguna narkotika dapat berjalan sesuai dengan yang dijamin

dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
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2. Kendala Advokat dalam memperjuangkan rehabilitasi bagi

penyalahguna narkotika di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang
adalah tidak semua penegak hukum yang memeriksa perkara memiliki
konsep pemikiran yang sama, bahwa rehabilitasi merupakan suatu hak
yang seharusnya diberikan kepada penyalahguna narkotika atau
pecandu narkotika. Aparat penegak hukum pemeriksa perkara kurang
memperhatikan terkait adanya hak rehabilitasi dan cenderung
berfokus pada pemeriksaan yang mengarahkan tersangka, untuk dapat
dijatuhkan sanksi atau lebih berfokus pada ancaman hukuman yang
berupa pidana penjara, sehingga koordinasi terkait rehabilitasi bagi
penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Advokat dengan aparat
penegak hukum yang memeriksa perkara, belum dapat berjalan
dengan lancar atau masih mengalami hambatan. Selain hal tersebut
yang juga menjadi kendala Advokat dalam mengupayakan hak
rehabilitasi bagi kliennya yang merupakan penyalahguna narkotika,
dikarenakan keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi yang belum
memadai untuk menampung penyalahguna dan/atau pecandu

narkotika yang akan direhabilitasi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang didapat penulis melalui penelitian,
maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika diperlukan revisi yang lebih memberikan penegasan
bagi aparat penegak hukum untuk wajib memberikan rehabilitasi bagi
penyalahguna atau pecandu narkotika. Agar aparat penegak hukum
lebih memperhatikan adanya hak rehabilitasi dan ikut mendukung
dapat berjalannya rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang sudah
diatur.

2. Terkait dengan keberadaan lembaga rehabilitasi yang masih terbatas,
dengan penjaminan pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang
Narkotika, maka diperlukan adanya peran serta dari Pemerintah untuk
menyediakan sarana prasaran serta tempat lembaga rehabilitasi yang
memadai untuk menampung penyalahguna atau pecandu narkotika

yang akan direhabilitasi.
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